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ABSTRAK 

 Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari dana APBD 

Kabupaten Purworejo digunakan minimal 60% untuk kegiatan pendidikan politik 

yang ditujukan kepada kader dan masyarakat. Akan tetapi, terdapat permasalahan 

yaitu kegiatan pendidikan politik yang dilakukan bersifat wajib atau tanpa adanya 

dana bantuan tetap akan berjalan. Contohnya, Rakerda. Timbul beberapa 

pertanyaan, apakah benar dana bantuan diprioritaskan untuk pendidikan politik atau 

hanya untuk biaya administrasi partai dan apakah dana bantuan digunakan untuk 

pendidikan politik yang ditujukan hanya kepada kader partai atau di laksanakan 

juga kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengkaji Penggunaan Dana Partai Politik Untuk Pelaksanaan Pendidikan Politik 

Di Kabupaten Purworejo Tahun 2017. 

 Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

empiris normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan 

penelitian langsung ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo (DPC PDIP), Dewan Pimpinan 

Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo (DPC Partai Demokrat) dan Dewan 

Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo (DPD PAN) serta 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan bahwa partai politik kurang optimal dalam 

penggunaan dana bantuan untuk pelaksanaan pendidikan politik yang ditujukan 

kepada kader dan masyarakat Kabupaten Purworejo. Dari 3 contoh partai politik 

yang di teliti oleh penulis, hanya 1 (satu) partai yang melaksanakan pendidikan 

politik yang ditujukan kepada kader dan masyarakat, sedangkan 2 (dua) partai lain 

ditujukan hanya kepada kader. Program pendidikan politik yang dilaksanakan 

masing-masing partai politik berbeda, contohnya pendidikan dan latihan saksi dan 

komunitas.  

Dalam pelaksanaannya pun terdapat beberapa hambatan, yang utama adalah 

mengenai bantuan keuangan. Partai politik masih merasa kurang dengan kebijakan 

bantuan keuangan yang diberikan pemerintah. Sehingga upaya untuk 

mengoptimalkan bantuan keuangan yang ada, partai politik saling bergotong 

royong untuk memenuhi kekurangan dana tersebut. Tetapi masih ada juga partai 

yang tidak mengoptimalkan dana tersebut bahkan dikembalikan ke pemerintah 

daerah dengan jumlah relatif besar. Pengoptimalan bantuan keuangan untuk 

pelaksanaan pendidikan politik pun harus dilakukan bersama, baik dari Partai 

Politik, Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. 
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